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MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 99 TAHUN 2019 

TENTANG 

TIM PENANGANAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP 

STABILITAS POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.   bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi 

dan sinkronisasi yang berkaitan dengan masalah 

transaksi keuangan yang berdampak terhadap 

stabilitas politik, hukum, dan keamanan, perlu 

membentuk Tim Penanganan Transaksi Keuangan 

Yang Berdampak Terhadap Stabilitas Politik, Hukum, 

dan Keamanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan tentang Tim Penanganan 

Transaksi Keuangan Yang Berdampak Terhadap 

Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan; 

 

 

 

 

SALINAN 
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Menimbang : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5164);  

  4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 83); 

  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, 

HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG TIM PENANGANAN 

TRANSAKSI KEUANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP 

STABILITAS POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. 

 

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Transaksi Keuangan Yang 

Berdampak Terhadap Stabilitas Politik, Hukum, dan 

Keamanan, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri 

Koordinator ini disebut Tim Transaksi Keuangan. 

 

 



- 3 - 
 

 
                                                                    © 2019 Biro Kumsidhal 

KEDUA : Tim Transaksi Keuangan berkedudukan di Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan 

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

 

KETIGA : Tim Transaksi Keuangan sebagaimana dalam Diktum 

KESATU mempunyai tugas: 

a. membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan dalam memantau, 

menyinkronkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan 

kebijakan penanganan gangguan stabilitas politik, 

hukum, dan keamanan yang ditimbulkan oleh 

transaksi keuangan; dan 

b. memantau pelaksanaan penanganan gangguan 

stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang 

diakibatkan oleh transaksi keuangan baik 

konvensional maupun melalui elektronik yang 

dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. 

 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KETIGA, Tim Transaksi Keuangan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menginventarisasi permasalahan yang berkaitan 

dengan penanganan gangguan stabilitas politik, 

hukum, dan keamanan yang diakibatkan oleh 

transaksi keuangan konvensional maupun elektronik; 

b. merumuskan kebijakan dan koordinasi dengan pihak 

terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan 

gangguan stabilitas politik, hukum, dan keamanan 

yang diakibatkan oleh transaksi keuangan 

konvensional maupun elektronik: 

c. memantau pelaksanaan penanganan gangguan 

stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang 

diakibatkan oleh transaksi keuangan konvensional 

maupun elektronik; 
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d. mengevaluasi pelaksanaan penanganan gangguan 

stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang 

diakibatkan oleh transaksi keuangan konvensional 

maupun elektronik. 

    

KELIMA : Struktur organisasi Tim Transaksi Keuangan terdiri atas: 

a. Penanggungjawab: 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan; 

b. Pengarah: 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan; 

c. Ketua: 

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan; 

d. Wakil Ketua: 

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan; 

e. Sekretaris merangkap Anggota :  

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan; 

f. Anggota : 

terdiri dari pejabat pimpinan pratama dan/atau 

pejabat administrator dan Kementerian/Lembaga 

terkait; 

g. Sekretariat : 

terdiri dari pejabat pengawas dan Staf Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 

   dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan Menteri Koordinator ini. 
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KEENAM : Tim Transaksi Keuangan melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan baik secara berkala maupun sewaktu-

waktu sesuai keperluan. 

 

KETUJUH  :  a. Tim Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU bertugas selama 12 (dua 

belas) bulan terhitung mulai dari tanggal 2 Desember 

2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020. 

    b. apabila terjadi penggantian pejabat, maka pejabat 

baru dapat langsung berperan sesuai tugas dan 

fungsi serta kewenangannya sebagaimana jabatan 

yang ditentukan dalam Keputusan Menteri 

Koordinator ini sampai ada perubahan Keputusan 

Menteri Koordinator. 

 

KEDELAPAN  : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan 

Tim Transaksi Keuangan dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 

berjalan. 

 

KESEMBILAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai dari 

tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 

November 2020. 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Presiden Republik Indonesia; 

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;  

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

4. Jaksa Agung Republik Indonesia; 

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
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6. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan; 

7. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia; 

8. Yang bersangkutan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2019       

 

MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

          TTD. 

 

MOH. MAHFUD MD 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, 

 

 

 

Sidiq Mustofa  
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 99 TAHUN 2019 

TENTANG  

TIM PENANGANAN TRANSAKSI KEUANGAN 

YANG BERDAMPAK TERHADAP STABILITAS 

POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN  

TIM PENANGANAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP 

STABILITAS POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 

No Nama Jabatan 
Kedudukan 

dalam Tim 

1. Moh. Mahfud MD 

Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, dan 

Keamanan 

Penanggung 

Jawab 

2. Tri Soewandono 

Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

Pengarah 

3. Fadil Zumhana 

Deputi Bidang Koordinasi 

Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

Ketua 

4. Carlo B. Tewu 

Deputi Bidang Koordinasi 

Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

Wakil Ketua 

5. Baringin Sianturi 

Asisten Deputi Koordinasi 

Penegakan Hukum, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan 

Sekretaris 

merangkap 

Anggota 
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No Nama Jabatan 
Kedudukan 

dalam Tim 

6. Bambang Soetjahjo 

Asisten Deputi Koordinasi 

Penanganan Kejahatan 

Konvensional dan Kejahatan 

terhadap Kekayaan Negara, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan 

Anggota 

7. Supardi 

Koordinator pada Jaksa Agung 

Muda Bidang Pidana Khusus, 

Kejaksaan Republik Indonesia 

Anggota 

8. Tornagogo Sihombing 

Direktur Tindak Pidana 

Ekonomi dan Khusus 

Bareskrim, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Anggota 

9. Ahmad Hajar Zunaidi 
Jaksa Muda, Kejaksaan 

Republik Indonesia 
Anggota 

10. 
Muhammad Yusuf 

Putra 

Jaksa Muda, Kejaksaan 

Republik Indonesia 
Anggota 

11. Nurul Hisyam 
Jaksa Muda, Kejaksaan 

Republik Indonesia 
Anggota 

12. Helfi Assegaf 

Kepala Subdirektorat II 

Perbankan, Dittipideksus 

Bareskrim, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Anggota 

13. Adhi Satya Perkasa 

Kepala Bidang Penanganan 

Kejahatan terhadap Kekayaan 

Negara, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

Anggota 

14. 
Ardiyanto Tedjo 

Baskoro 

Kanit IV Subdit II 

Dittipideksus Bareskrim, 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

Anggota 
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No Nama Jabatan 
Kedudukan 

dalam Tim 

15. Achmad Ibrahim 

Kepala Bidang Intelijen 

Keamanan, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

Anggota 

Sekretariat 

16. Sri Sunarti 

Kepala Subbagian Umum 

pada Sekretariat Deputi 

Bidang Koordinasi Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat, 

Kementerian Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan 

Anggota 

17. 
Lalu Ziad Rahman 

Ghozali 

Analis Politik, Hukum, dan 

Keamanan Bidang 

Penyelesaian Kasus Hukum 

pada Deputi Bidang 

Koordinasi Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

Anggota 

 

MENTERI KOORDINATOR 

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

          TTD. 

 

MOH. MAHFUD MD 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN KOORDINATOR  

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, 

 

 

 

 

Sidiq Mustofa 


